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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan
tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2022 ini
merupakan laporan tahun ke lima dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh berpedoman pada
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Laporan kinerja
secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan,
serta pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi dari
Pemerintah Kota Banda Aceh.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh
Tahun 2022 disusun, diharapkan dapat bermanfaat untuk perbaikan
perencanaan, penilaian, dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan,
peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja

Banda Aceh, Januari 2023

Manusia

culiu $yahluna Pelem, $.50s,M.8i
Pembina'Utama Muda
NIP. 19690911 199003 1 006
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BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah diwgjibkan untuk
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk
memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Perangkat Daerah
sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Banda Aceh Menyusun LKjIP Tahun 2022 sebagai media
pertanggungjawaban Rinerja atas pelaksanaan program don kegiatan
pada Tahun Anggaran 2022

Penyusunan LKjIP BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2022
berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Banda Aceh merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyusunan kebijakan tehnis
bidang kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, yang telah ditetapkan
dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh

Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan



dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.
Adapun yang menjadi latar belakang penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1.  Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja BKPSDM Kota
Banda Aceh.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKPSDM Kota
Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja.

3. Memahami tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan
tugas sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan secara
efektif,efisien dan responsive terhadap gejala sosial yang muncul.

Isu~isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Penyajian isu strategis juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam
meningkatkan kinerja organisasi BKPSDM Kota Banda Aceh. Isu-isu strategis
dalam manajemen kepegawaian yang tertuang dalam Renstrs BKPSDM
Kota Banda Aceh tahun 2017-2022:

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kota Banda Aceh.
2. Penataan jumlah dan distribusi ASN sesuai kualifikasi kompetensi dan
kinerja.

3. Peningkatan kesejahteraan aparatur



1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
Te3e1 T“gﬂ‘

Menindak lanjuti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun
2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata
Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi tugas BKPSDM
Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan kota
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

1.3.2. Fungsi

Adapun fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan
Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai
berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan;

¢. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan funasinya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai kewenangan:

3



Menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan
pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan;

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN;

Membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan penyusunan
program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir
Aparat Sipil Negara;

Melaksanakan dan mengelola mutasi dan tata usaha kepegawaian;
Mengumpulkan bahan pelaksanaan ujion dinas dan pemberian
penghargaan dan tanda jasa;

Membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat;

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan
pelatihan;

Menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka
pengembangan karir ASN; dan

Mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan

diklat,
Rincian tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan

yvang diberikan kepada kota. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala

Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan badan,

penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka

panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
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evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi badan di bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

2. $ehretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalom
pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan
peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
BKPSDM Kota Banda Aceh.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi,
pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi di lingkungan BKPSDM;

b. Pelaksanaan  pengelolaan  urusan  administrasi,  keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum,
perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan

¢. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi

di lingkungan BKPSDM.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan
pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dibidang
pengadaan, pemberhention dan Rinerja.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian
dan Kinerja mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana Rerja

bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan
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penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi
lembaga profesi ASN;

b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang prioritas
kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja
aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN
sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan,
pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur,
pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai
dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN,
pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian
penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prioritas
kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja
aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN
sesuai dengan lingkup tugasnya;dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi
Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan
pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di bidang mutasi,
promosi dan informasi.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi

mempunyai fungsi:
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a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja
bidang mutasi, promosi, kepangkatan, dota dan informasi
kepegawaian;

b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan mutasi,  promosi,
kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup
tugasnya;

¢. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mutasi, promosi,
kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan kebijakan bidang mutasi, promosi, kepangkatan, data
dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mutasi,
promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur
Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan

bidang urusan pemerintahan kRepegawaian, pendidikan dan pelatihan di

bidang pengembangan kompetensi dan disiplin aparatur.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan

Kompetensi dan Disiplin Aparatur mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana Rerja
bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan
pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan
fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan

kesejahteraan aparatur;
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b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di  bidang
pembinaan doan pengembangan kompetensi, pendidikan dan
pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan
fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan
kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan
pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan,
pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional,
sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan
aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan
kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier,
pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang
keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas kRedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompek Jabatan Fungsional Tertentu

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabtan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional,
maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan penyetaraan
Jabatan Pengawas Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional Jenjang Ahli

Muda.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Berikut ini jabatan fungsional tertentu pada BKPSDM Kota Banda Aceh:
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Widyaiswara

Analis Kepegawaian
Perencana Ahli Muda

Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda

Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

1.4 Sktrubkiur Organisasi

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sebagaimana

termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan,

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota

Banda Aceh sebagai berikut :

Gambar 1.1 $truktur Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KEPALA

SEKRETARIS
SABATAN FUNGSIONAL | o s s s s s s i e s e s s o s e e . i e s e i S - 50 I I I
SUBBAG KEUANGAN, SUBBAG UMUM
PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN DAN
PELAPORAN ASET
BIDANG
BIDANG PENGADAAN, BIDANG MUTASI, PROMOS! PENGEMBANGAN
PEMBERHENTIAN DAN KINERJIA DAN INFORMASI KOMPETENSI DAN
DISIPLIN APARATUR
SUBBIDANG. SUBBIDANG.
romusioay | | Pesemmman | foevoumcasonn | - SERCEE || sussoans. | | susmoaws.oata | S SRR | ol G [ peuoan
PENGADAAN B:A::TE:;A me:‘:mm' PROMOSI AEF/ICRATA AR SEOR SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN KESEJAHTERAAN

Keterangan :

: Gars Atasan Langsung

1 Garts Permbinaan

UPTE PK FNS

1.3 Sumber Daya Aparatur

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda




Aceh, diperlukan adanya dukungan sejumlah personil (pegawai) yang

cakap, berkualitas, profesional dan berdedikasi tinggi.

Secara keseluruhan, jumlah pegawai

Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sampai dengan 31

Desember tahun 2022 sebanyak 60 orang yang terdiri dari berbagai disiplin

ilmu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi PN$ berdasarkan Golongan Ruang

Jenis Kelamin Jumiah
Ne Selangen Laki-laki | Perempuan Pegawai
1. | Golongan IV 4 7 1
2. | Golongan 12 32 44
3. | Golongan Il 3 6 9
4. | Golongan | 0 0 0
Jumlah 64
Gambar 1.1

Komposisi PN$ berdasarhkan Golongan Ruang

=0
E

Golongan IV Golongan Il

i Laki-laki

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2022
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Tabel 1.2 Data PN$ berdasarkan Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan

No Pendidihan dan Jenis Kelamin Jumiah
Pelatihan Lali-laki |Perempuan | Pegawai
1. |Diklat Pimi 1 0 1
2. |Diklat Pimll 0 4 4
3. |Diklat Pim IV 8 3 8
4. |Diklat Lainnya 0 1 1
Jumlah 14
Gambar 1.2

Data PNS Berdasarkan Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan

1 j 1
0 , 0/ \o
Diklat Pirm 1 iklat Pum N Diklat Pim IV Diklat Lainnya

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2022

Tabel 1.3. Komposisi PN$ berdasarkan Tingkat Pendidikan

Mo Pendidivan

Jenis Kelamin Jumiah

Laki-laki |Perempuan | Pegawai
1. |SLTA 2 4 6
2. |Diplomal - 2 2
3. |Diplomalll 2 6 8
4. |Diploma \V/Strata | 2 25 37
5. |Stratall 3 8 n

Jumlah 64

n



Gambar 1.3

Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

Diploma | Diploma
Hi

| Laki-lak

m Perempuan

IE;‘:I Laki-laki

Diploma  Strata Ul
IV/Strata

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2022
Tabel 1.4 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

Jenis Kelamin Jumilah
Jabatan T : i
Ne Laki-laki | Perempuan Pegawa
1. | Kepala badan 1 (o} 1
2. | Sekretaris 1 0 1
3. | Kepala Bidang 2 1 3
a. I{epf:alu Sub 1 o 1
bagian
Jabatan
5. | Fungsional 6 7 13
Tertentu
Jabatan
6 | Fungsional 8 37 45
Umum
Jumliah 64
Gambar 1.4
Jumiah ASN berdasarkan Jabatan
40
=
20
H |
Kepala Sekretans Kepala Kepala Sub Jabatan Jabatan
badan Bidang bagian Fungsional  Fungsional
Tertentu Umuim

Laki-laki = Perempuan

12




1.6, Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja di
Tahun 2022, BKPSDM Kota Banda Aceh telah memiliki aset seperti yang

dijelaskan pada tabel berikut:

Daftar Ajet BKPSDM Kota Banda Acch

Tabel 1.5

1 AC 35 3 38
2 Pompa Air 5 - 5
3 Papan Nama SKPD 32 - 32
4 | Telepon 1 - 1
5 Kursi Putar 53 - 53
6 Kursi Tamu/Sofa 2 - 2
7 Kursi Biru 216 20 196
8 | Kursi Kayu 2 - 2
9 Komputer 81 - 81
10 | kipas angin 2 - 2
Ll ccty 17 = 17
12 | Meja Komputer 20 - 20
13 | Meja ¥ biro 45 - 45
14 | Lampu kristal 2 - 2
15  Lampu Antik 3 B 3
16 Radio 2 - 2
17 | Pengering tangan 4 - 4
18 | Water Tank 1 - 1
19 | Hard drive 8 - 8
20 | Router/Hup 31 - 31
21 | Pointer 2 - 2
22 | Focus Projection Screen 5 - 5
23 | Kursi Susun 37 - 37
24 | Vertical Blind 30 - 30
25 | Lemari Buku/Arsip 17 - 17
26 | Papan Flipchart 9 - 9
27 | Alat perekam 2 - 2
28 | TOA 3 - 3
29 | Kendaraan Roda 4 2 - 2
30 | Kendaraan Roda 2 7 - 7
31 | Kursi Belajar 67 - 67
32 | Printer 48 4 52
33 | Sarung kursi 50 - 50
34 | UPS 55 - 55
35 | Rak server/gantung 4 - 4
36 | Proyektor 5 - 5

13
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S By Baik | Rusak | Jumlah
37 | White board 6 - 6
38 | Kamera 5 - 5
39 | Scanner 14 - 14
40 | Notehook 10 3 10
41 | stabilizer 1 - 1
42 ™V 1 - 1
43 | Sound System 1 - 1
44 | Podium 1 - 1
45 | Kontainer 24 - 24
46 | Brankas 1 - 1
47 | Mesin Penghisap Debu 1 - 1
48 | Alat penajring udara 1 - 1
49 | Tangki Air 1 - 1
50 | Water Boiler 2 -

51 Meja sice 3 B

Sumber: KIB BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2021

1.7 Sistematika Penyajian

Sistematika  penyajian  LKjIP  Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2022,
sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2, Isu-isu Strategis
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
1.4. Struktur Organisasi
1.5. Sumber Daya Aparatur
1.6. Sarana dan Prasarana

1.7. Sistematika Penyajian
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BAB Il. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan  Strategi BKPSDM  Kota

Tahun 2017-2022
2.2. Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2022
2.3. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022
2.4. Rencana Anggaran Tahun 20222

BAB IILAKUNTABILITAS KINERJA

Banda

3.1. Capaian Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2022

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Aceh

3.3. Perbandingan Readlisasi Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh

dengan Standar Nasional

3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

alternatif solusi yang telah dilakukan
3.5. Realisasi Anggaran
BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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2.1

BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan $trategis BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis adalah
langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan stratejik sosial, nasional dan global, dan tetap
berada dalam tatanan system manajemen nasional sesuai Pasal 15 ayat (3) UU
Nomor 25 Tahun 2004, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan
Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya dengan
berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPIM).

Penyusunan Perencanaan Strategis ini disusun untuk menjabarkan lebih lanjut
Visi dan Misi Kota Banda Aceh ke dalam (yang juga menjadi) Visi dan Misi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh. Renstra
merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
vang berhubungan dengan pengungkapan kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh. Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh
mengacu pada RPJM Kota Banda Aceh tahun 2017-2022, yang menggambarkan
wilayah kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Banda Aceh berupa Visi, Misi, Strategi pencapaian kinerja dan faktor pendukungnya.
Renstra ini merupakan dokumen penting bagi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sebagai pedoman kerja
yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan
sebagai komitmen untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Banda Aceh
yang Baik.
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A. Visi dan Misi
1o Wigi

“Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah” Dalam  Visi
Walikota Banda Aceh tahun 2017-2022 terdapat 3 (tiga) kata penting yaitu
“GEMILANG” dan “BINGKAI SYARIAH” agar tidak multi tafsir, maka berikut ini
dijabarkan arti kata-kata tersebut.

Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau,
mengagumkan, dan terpandang dalam tiga pilar utama yaitu: agama,
ekonomi, dan pendidikan, menuju kejaoyaan dan kemasyuran dengan
memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah
adalah mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan, pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan
berlandaskan kepada Syariat Islam.

2. Misi

Searah dengan pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh
Tahun 2017-2022, telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi yaitu :

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah,
syariah dan akhlak.

2. Meningkatkan kudalitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan
olahraga.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan
masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BKPSDM Kota Banda Aceh sejalan dengan Misi - 5 Kota Banda Aceh yang
Tertuang di dalam RPJM Kota Banda Aceh 2017-2022 yaitu: “Meningkatkan

Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”e Misi ini dimaksudkan untuk
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memberikan alasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan
birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga profesional,
berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani
publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode
etik aparatur negara.

B. Tujuan dan $asaran

Penetapan target — target yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh bersifat kualitatif dan
kuantitatif dimana pencapaian target merupakan ukuran keberhasilan yang
didasarkan pada visi dan misi yang telah disusun.

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan
mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh sebagai
komitmen dalam mendukung RPJM Kota Banda Aceh yang dilaksanakan
melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tupoksi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.

Adapun yang menjadi Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1o Tujuamn

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan,
yakni pencapaian 2017 s/d 2022. Setelah meneliti ulang dari hasil-hasil analisa
stratejik dan identifikasi isu-isu stratejik, maka didapatkan langkah-langkah
yang akan dituju dalam kurun waktu 1 — 5 tahun ke depan, adalah :

1. Mewujudkan Pemerintah yang profesional.

2. $asaran

Sasaran merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil,
dapat dicapai dan memiliki kurun waktu tertentu. Sasaran program jangka
menengah yang telah ditetapkan BKPSDM Kota Banda Aceh sesuai dengan

Revisi Renstra BKPSDM tahun 2017-2022 adalah:
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Tabel 2.1
Tujuan, $asaran dan Indikater Sastaran
BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2017-2022

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
NO | TUJUAN | SASARAN INDIKATOR PADA TAHUN KE-

TUJUAN/SASARAN
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Mewujudkan | Meningkatnya Persentase ASN yang
Pemerintah Kudlitas dan mengikuti

yang Kompetensi Pendidikan dan
Profesional ASN Pelatihan Formal

35% 20% | 70% 71% 71% 1%

Persentase

[ Penempatan PNS
sesuai dengan
Analisis Jabatan

82% B82% 82% 85% 85% 85%

€. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya
cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai
hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal
yvang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh
upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan
dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mengimplimentasikan  pelaksanaan  program  kegiotan pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh
untuk 5 (lima) tahun mendatang. Strategi yang akan diterapkan berhubungan
dengan tujuan yang akan dicapai.

1.  Mengembangkan sistem pelayanan informasi manajemen kepegawaian
yang berintegrasi dan berbasis teknologi  informasi.  Strategi  yang
dikembangkan adalah menigkatkan kemampuan aparatur  dalom
penguasaan teknologi informasi dan mengupayakan agar jaringan informasi
kepegawaian terintegrasi dengan semua SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Banda Aceh dan instansi terkait lainnya.
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2. Mengembangkan kompetensi aparatur secara optimal, produktif dan
professional berbasis kinerja dalam rangka peningkatan karier berlandaskan
prinsip-prinsip Good Governance. Strategi ini diarahkan pada peningkatan
kRompetensi aparatur agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara
optimal, dan adanya upaya peningkatkan produktifitas dan profesionalisme
aparatur sehingga tercipta pola pembinaan karier aparatur yang
berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance.

3. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi yang islami. Strategi yang dikembangkan dalam
pelaksanaan program kegiatan ini adalah dengan mengikut sertakan
aparatur secara berjenjang dalam diklat penjenjangan umum dan
struktural seperti Diklat Prajobatan, Diklat PIM IV, lll,dan I, Diklat Teknis
Fungsional yang dipelopori oleh Banda Aceh Academy (BAA) sebagai
wadah pengembangan kapasitas dan integritas Aparatur di lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh serta melibatkan aparatur untuk lebih
meningkatkan jenjang pendidikannya melalui pemberian izin belajar dan
tugas belgjar,

4. Meningkatkan pembinaan disiplin dan kesejahteraan aparatur. Strategi ini
diarahkan untuk meningkatkan pembinaan displin  aparatur  demi
terciptanya suasana kerja yang kondusif dan nyaman serta menjamin
adanya keadilan perlakuan untuk semua aparatur pemerintah. Strategi ini
juga diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan aparatur melalui

pemberian reward dan punishman.

Adapun kebijakan teknis dari Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, adalah sebagai

berikut:

1. Menerapkan akuntabilitas kinerja pelayanan aparatur didukung Standar

Operational Procedure.

20



2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) secara selektif.

3. Menerapkan penilaian kinerja aparatur guna meningkatkan kompetensi
aparatur.

4. Melaksanakan evaluasi disiplin aparatur melalui reward and punishment.

5. Melaksanakan penempatan ASN sesuai analisis jabatan.

6. Mengoptimalkan pelaksanaan seleksi calon Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

7. Melaksanakan pendataan dan seleksi administrasi PNS yang berhak
mengikuti ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan.

8. Memaksimalkan kinerja dalam penanganan dan  penyelesaian

permasalahan kepegawaian.

2.2 Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2022

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada BKPSDM sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021, Terdiri
dari 3 Program, 13 Kegiatan, dan 28 sebkegiatan, seperti terlihat pada tabel

berikut;:
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Tabel 2.2 $asaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

BKPSDM tahun 2022
$asaran
Ne Strategis Pregram Hegiatan $ubiegiatan
Meningkatnya ggogrqm U Perencanaan, Penyusunan Dokumen
Kudlitas dan pe"‘:e”’.ﬂ;‘gh AN | penganggaran dan Perencanaan
Kompetensi ASN qu;qr}; a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaiji dan
Perangkat Daerah Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi Pengadaan Pakaian
Kepegawaian Dinas Beserta Atribut
Perangkat Daerah Kelengkapannya
Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Barang
Cetakan & Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
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$asaran
Strategis

Program

Kegiatan

Subiegiatan

Program
Kepegawaian
Daerah

Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian
ASN

Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis dan
Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan
ASN

Perumusan Bahan
Kebijakan
Pemberhentian PNS

Fasilitasi Lembaga Profesi
ASN

Pengelolaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Mutasi dan Promosi ASN

Pengelolaan Mutasi ASN

Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN

Pengelolaan Promosi
ASN

Pengembangan
Kompetensi ASN

Peningkatan Kapasitas
Kinerja ASN

Pengelolaan Pendidikan
Lanjutan ASN

Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur

Evaluasi Pelaksanaan
Pemberian Penghargaan
dan Tanda Jasa Aparatur

Pengelolaan
Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin ASN

Pelayanan Proses Izin
Perceraian Pegawai

Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

Pengembangan
Kompetensi Teknis

Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Pilihan
Bagi Jabatan
Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
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Ne $trategis

Program Hegiatan Subiegiatan

Pembinaan Pembinaan,
Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi,
dan Pelaporan
Pelaksanaan Sertifikasi,

Sertifikasi, Pengelolaan
Kelembagaan,Pengem | Kelembagaan dan Tenaga
bangan Kompetensi Pengembang Kompetensi,
Managjerial dan Pengelolaan Sumber
Fungsional Belajar, dan Kerjasama,

Serta Pengembangan
Kompetensi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan
: Tinggi, Kepemimpinan,
dan Prajabatan

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,
beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian Rinerja
instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Perjanjian Kinerja
BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 terdiri dari sasaran strategis,
indikator Rkinerja, program kegiatan beserta target capaiannya diuraikan

sebagai berikut:
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Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN
Neo D — INDIKATOR KINERJA TARGEY
1 2 3 " |
1 '| Meningkatnya Persentase ASN yang
' Kualitas dan mengikuti Pendidikan dan 71%
Kompetensi ASN Pelatihan Formal
Persentase Kenaikan Pangkat 97%
ASN Tepat Waktu '
Persentase Updating Data
K - 80%
epegawaian
Jumlah Penurunan Kasus- 6 K
kasus Pelanggaran Disiplin
Persentase Administrator dan
Pengawas yang memenuhi 230
Standar Kompetensi
(Assesment)
l Persentase Penempatan PNS 85%
sesuai dengan Analisis Jabatan
Program Anggaran Sumber
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.837.069.497 DAU
Kabupaten/Kota
2  Program Kepegawaian Daerah 2.172.923.291 DAU
3 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.152.348.218 DAU
Jumiah Anggaran 10.187.775.006,~

BKPSDM Kota Banda Aceh telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan

tahun 2022, adapun yang melatarbelakangi penyusunan Perjanjian Kinerja

Perubahan tahun 2022 vyaitu terjadinya perubahan alokasi anggaran tahun

2022,



Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

i SASARAN
ET
No STRATEGIS INDIKATOR KINERHI_ TARG
1 2 3 4
1 | Meningkatnya Persentase ASN yang
Kualitas dan mengikuti Pendidikan dan 71%
| Kompetensi ASN | Pelatihan Formal
Persentase Penempatan PNS 85%
sesuai dengan Analisis Jabatan '
Program Anggaran S$umber
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.329.028.999 DAU
Kabupaten/Kota
2  Program Kepegawaian Daerah 2.952.097.047 DAU
3  Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.592.528.653 DAU
Jumliah Anggaran 10.873.654.699,~

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2022

Sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh No.8 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022
dan Peraturan Walikota Banda Aceh No.85 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022,
maka BKPSDM Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan dengan anggaran
sebesar Rp. 10.187.775.006,-, dengan rincian belanja operasi Rp. 10.162.341.006,-
dan belanja modal Rp.25.434.000,-.

Penyesuaian dan perubahan APBK tahun 2022 Pemerintah Kota Banda
Aceh tertuang dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2022 dan
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2022. Perubahan APBK
tahun 2022 didasarkan akibat adanya beberapa pos pendapatan yang
mengalami kenaikan, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya (SiLPA) sesuai Laporan Keuangan tahun 2021 yang telah di audit
oleh BPK-RI yang digunakan kembali dalam tahun 2022. Pergeseran anggaran

pada beberapa OPD baik antar kegiatan maupun jenis belanja, serta
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beberapa kegiatan prioritas yang sifat penting namun belum diakomodir

dalam APBK Murni Tahun Anggaran 2021,

Tabel 2.5 Belanja BHPSDM Hota Banda Aceh Tahun 2022

$ebelum Sesudah
No. Dratan Perubahan Perubahan
Jumiah (Rp) Jumlah (Rp)

t. | BELANJA OPERASI 10.162.341.006 10.873.654.699
Belanja Pegawai 5.330.165.653 4.883.172.845
Belanja Barang & Jasa 4.732.175.353 5.990.481.854
Belanja Hibah 100.000.000 =

2 | BELANJA MODAL 25,434,000 -
Belanja Modal Peralatan - B
dan Mesin e

Jumiah 10.187.775.006 10.872.654.699

Alokasi Anggaran belanja langsung Tahun 2022 BKPSDM Kota Banda

Aceh yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Dacrah per Indikator Sasaran

Ne S$asaran Anggaran persentage Heterangan
Anggaran untuk indikator
sasaran sebesar 14,65%
Persentase ASN yang dibandingkan dengan total
mengikuti belanja BKPSDM Kota Banda
i Pendidikan dan IRREReR e Aceh tahun 2022 yang
Pelatihan Formal dialokasikan pada Program
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Anggaran untuk indikator
Persentase sasaran sebesar 27,15%
Banermbatan-PRE dibandingkan dengan total
2. . dp 2.952.097.047 27,15% | belanja BKPSDM Kota Banda
fsu?', egan Aceh tahun 2022 yang
nalisis Jabatan dialokasikan pada Program
Kepegawaian Daerah
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AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan Rinerja
BKPSDM Kota Banda Aceh selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran Rinerja antara
lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang
pelaksanaan program dan kegiatan dalom rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja BKP$DM Keta Banda Aceh

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan  kudlitatif  yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja memberikan keterangan tentang ukuran input (masukan), output (kReluaran),
outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) yang harus dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan memudahkan
dalam penilaian terhadap efektifitas pencapaian kinerjo organisasi sehingga dapat
diketahui apakah strategi yang dijalankan tersebut benar-benar dapat
diimplementasikan dengan haik.

Capaian kinerja merupakan informasi mengenai ukuran Rinerja yang dicapai
setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan tertentu. Capaian Rinerja harus
berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan
organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan,
dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi
pada akhir periode pelaksanaan.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014
tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara revieu atas

laporan kinerja, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
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Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda
Aceh melakukan pengukuran indikator kinerja sasaran berdasarkan target yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun
2022 dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui kinerja dapat
diketahui sejauh mana keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dalom meredlisasikan target jangka
menengah dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
tahunan untuk mendukung tercapainya tujuan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh yang akan berimplikasi
terhadap suksesnya visi dan misi.

Pengukuran Kinerja merupakan pembandingan antara target kinerja
(Performance Plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (Performance Result).
Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (Performance Gap) yang
kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan jika
ada, dan selanjutnya terhadap kegagalan atau kelemahan yang terjadi akan
ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (Performance
Improvement).

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka evaluasi kinerja  menggunakan
beberapa cara, antara lain :

1.Membandingkan rencana dan realisasi;
2.  Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan dengan organisasi lain;
4. Membandingkan realisasi dengan standartnya.
Skala pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan sebagai berikut :
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Tabel 3.1
$cala Nilai Peringhkat Kinerja
| Ne Target Indikator Kinerja Kategori
1 91100 Tingagi
2 |76-90 | Baik R
3 [66-75 Sedang
4 |[s1-65 | Rendah D
5 |<50 Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian Rinerja untuk
memberikan informasi yang transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak
tercapainya Rinerja yang telah ditetapkan 1 sasaran strategis dan 2 (Dua) indikator
kinerja, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Realisasi Indikateor $asaran Tahun 2022

Indikator Kinerja
$asaran Uraian Program
i Target | Realisasi | Capaian
:\{A:;;;t'l‘g::?g’g:‘ya Persentase ASN yang Kepegawaian
5 - | mengikuti Pendidikan 71% 21% 30%
Kompetensi . Daerah
dan Pelatihan Formal
ASN I I N S
Persentase Penempatan Pengembangan
- | PNS sesuai dengan Sumber Daya 85% 84% 99%
Analisis Jabatan manusia
Rata-rata Indikator Kinerja Sasaran 2022 64,5%

Pada tahun 2022, indikator persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Formal sebesar 30% dan indikator persentase penempatan PNS sesuai
dengan Analisis jabatan sebesar 99%, dengan rata-rata capaian kinerja 64,5%.

BKPSDM Kota Banda Aceh tidak memiliki indikator yang diatur sesuai
SPM/standar nasional maupun Indikator Kinerja Kunci. Indikator kinerja BKPSDM kota
Banda Aceh sesuai Renstra Bappeda tahun 2017-2022. Akibat adanya perubahan

kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Kepmendagri
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Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, empat (4) dari enam (6)

indikator kinerja sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh tidak terakomodir dalam 2

program yaitu Program kepegawaian daerah dan Program Pengembangan Sumber

Daya Manusia.

Tabel 3.3.Perbandingan Capaian indikator $asaran
Tahun 2020 dan Tahun 2021

Capaian Tahun 2021 Capaian
No Indikater kinerja $atuan | kinerjath kinerja thn
2020 (%) 2021 (%)
Target Realisasi
i 2 3 4 5 6 7
Persentase ASN yang mengikuti . )
] pendidikan dan pelatihan formal ® 3748 % 4.23% 226K
Persentase Kenaikan Pangkat ASN , :
2 | Tepat Waktu % 97,52 97% 98,19% 101,23%
Persentase Updating Data ; : .
3 Kepegawaian % 93,51 79% 79% 100%
a Jumlah penurunan kasus-kasus T 32 10 7 36,84%
pelanggaran disiplin
Persentase Administrator dan
5 Pengawas yang memenuhi standar % 87,08 23% 21.42% 93,13%
Kompetensi (assesment)
Persentase Penempatan PNS sesuai . : .
8 dengan Analisis jabatan % L 8% Rei29% To0:24%
Rata-rata Capaian Kinerja 24,13% 72,92%
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.2.1 Persentase ASN yang mengikuti pendidikkan dan pelatihan formal
Tujuan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan  adalah  untuk

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap seorang aparatur agar dapat

melaksanakan tugas dan pekerjaanya dengan baik. Peningkatan kualitas Sumber

Daya Manusia secara umum merupakan kunci keberhasilan pembangunan, karena

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang produktif,

terampil, kreatif, disiplin, profesional,

kompetensi tertentu.

Rhususnya untuk ASN agar dicapainya

Pada tahun 2022, ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
sejumlah 873 orang, terdiri dari 3 jenis Diklat Teknis. Pelatihan Dasar CPNS, Diklat

Struktural, Tugas Belajar Mandiri, Tugas Belajar, dan ljin Belgjar.

Diklat Teknis dilaksanakan berdasarkan hasii FGD AKD (Forum Group
Discussion Analisis Kebutuhan Diklat) tahun 2018-2023. Pada tahun 2022 ini ada 10
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jenis Diklat teknis yang diusulkan saat perencanaan pra RKA tahun 2021-2022,
namun pada tahap penyusunan Qanun ABPD terdapat pengurangan pagu dari
perencanaan awal (pra RKA) sehingga pengusulan anggaran untuk pelaksanaan
Diklat Teknis hanya terakomodir 2 jenis akibat terjadi refocusing anggaran dan
pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Diklat tersebut yaitu Bimtek
Penyusunan SKP pada bulan Januari sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen PNS. Kemudian terjadi perubahan
aturan penyusunan SKP PNS berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6
ASN

dilaksanakan sosialisasi penyusunan SKP PNS berdasarkan aturan yang baru pada

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai sehingga kembali
bulan Desember 2022. Pada bulan November, BKPSDM bekerjasama dengan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan Orientasi PPPK. Anggaran
kegiatan tersebut berasal dari dana otonomi khusus dengan jumlah peserta 149
orang, terdiri dari guru hasil seleksi PPPK tahun 2019 sebanyak 34 orang dan hasil
seleksi tahun 2021 sebanyak 115 orang.

Pelatihan Dasar CPNS pada tahun 2022 untuk Golongan Il sebanyak 2
angkatan dengan jumlah peserta 70 orang pada bulan Mei sampai dengan Agustus
tahun 2022, Untuk Diklat Struktural, sebanyak 166 orang Pejabat Struktural di
Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tingkat 2, 3 dan 4.

Pendidikan jalur formal tahun 2022 telah dilaksanakan untuk 186 orang PNS
dengan rincian sebagai berikut : 41 orang tugas belajar mandiri/tugas belajar dengan
tidak meninggalkan tugas, 102 orang ijin belajar, 17 orang tugas belajar dan telah

menerbitkan Surat Keterangan Memiiliki ljazah untuk 26 orang.

Berikut ini Tabel realisasi ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan

Formal:
Tabel 3.4. Realisasi ASN yang mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Formal
Jumiah ASN | Target Realisasi
yang (%) Jumliah ASN
Jumlah mengikuti yang Capaian
Neo | Tahun ASN Pendidikan mengikuti kinerja
dan Pendidikan %
Pelatihan dan Pelatihan
Formal Formal
1 2018 4191 752 20 17.94 89,7
2 2019 4272 1014 70 23.73 33.9
3 2020 - 4255 4163 n - 97,83 137,78
4 ) 2021 4161 176 7_1 4,23 5,96
5 2022 4129 873 71 21 30
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Rumusan dari tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Realisasi = Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal X 100%
Jumlah ASN

= 873 x 100%
4129

= 21%

Capaian = Realisasi x 100%
Target

=21.00 x 100
71,00

=30%
Berdasarkan hasil diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada indikator
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 30% (tidak

mencapai Target) dengan kategori $angat Rendah. Penyebab indikator diatas tidak

rendahnya pencapaian realisasi PAD Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga berpengaruh
besar terhadap likuidasi Kas Pemerintah Kota Banda Aceh untuk kelancaran belanja

daerah yang tidak dapat direalisasikan.

ASN yang mengihuti Pendidikan
dan Pelatihan Formal

137,78
97,83

80 70 71 |

100 89,7

|

|

33,9 ; !
S

|

14,23 5,96 ey
B ; | $2e8! T— b

Target (%) @ Realisas Capaian kinerja

Gambar 3.1, Perbandingan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dar/
talumn 2018 s.d 2022
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3.2.2. Persentase Penempatan PN$ sesuai Analisis Jabatan

Tabel 3.5 Penempatan PN$ sesuai dengan Analisis jabatan

Mo Tahun Jumiah Jumiah Target Realisasi Capaian
Penempatan | PN$ yang % % kinerja
PNS$ sesuai sesuai %

dengan dengan
Analisis Analisis
jabatan Jabatan

1 2018 B - B -

2 2019 274 274 82 100 100

3 2020 188 187 85 99,5 116.9

4 2021 34 29 85 85,29 100,34

5 2022 172 144 85 84 99

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan penempatan ASN
pada Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2019 s.d 2021 sudah sesuai dengan formasi yang
telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi, dimana
usulan kebutuhan dan pengadaan ASN diisi berdasarkan jumlah PNS yang telah memesuki
Batas Usia Pensiun (BUP), mutasi dan meninggal dunia.

Pada tahun 2022, Penempatan PPPk formasi 2021 terealisasi sebanyak 144 orang dari total formasi
yang diusulkan sebanyak 172 formasi Capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 99 %

dengan Kategori #imggi, dapat dijabarkan rumusannya sebagai berikut :

Realisasi = Jumlah PNS yang sesuai dengan Analisis Jabatan  x 100%
Jumlah Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan

=144 x 100%

N/
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Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan

120

100 99,5 100 100,34 99

100

gy 85 85 85 B es.29 84
n " | |

20 |

Target Realisasi Capatan kinerja

2019 m2020 w2021 2022

Gambear 2.2, Perbandingan Penempatan PN$ sesuai Analisis Jabatan 2018 s.d
2022

a. Capaian Program Kepegawaian Daerah
1. Kenaikan Panghat Tepat Wakiu

Tabel 3.6 Realisasi Kenaikan Panghat Tepat Walkiu

Jumliah Jumiah
lah
Jumlah | o s vang |  PNS$
PN$ yang
Batal ypang - Capaiamn
N yang Realisasi
i Tahun atencuinl Mailk Nailk % kinerja
9 Pangkat | Pangkat %
e Tepat Tepat
P
angkat | aktu | Waktu
i 2018 920 15 905 98.36 102,4
2 2019 734 13 721 98.22 102.3
3 2020 593 32 561 94,6 97.52
4 2021 610 1 599 98,19 101,23
5 2022 837 33 804 96,06 98,96

Berdasarkan tabel realisasi ketepatan waktu kenaikan pangkat PNS diatas
diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

otomatis PNS pada tahun 2022 terealisasi 96,06%.
Jumlah penerbitan Surat Keputusan kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu
sebanyak 804 Lembar. Sedangkan jumlah PNS yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

kenaikan pangkat sebanyak 33 orang. Hal ini disebabkan berkas administrasi yang

diusulkan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
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2. Updating Data Kepegawaian

Untuk meningkatkan kualitas layanan administratif kepegawdaian maka diperlukan
data kepegawaian yang akuntabel dengan pendayagunaan teknologi informasi secara
optimal. Seiring kesadaran akan manfaat penggunaan teknologi informasi maka untuk
mewujudkan data kepegawaian yang akuntabel menjadi tanggung jawab bersama seluruh
pengelola kepegawaian termasuk masing-masing personil PNS. Melalui tugas dan fungsi
BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai pengelola kepegawaian ikut berperan aktif dalam
fungsi kontrol dan verifikasi keakuratan dan kelengkapan data setiap PNS. Hal ini akan
mendorong proses percepatan implementasi bentuk dan jenis layanan kepegawaian secara
online yang bermanfaat langsung bagi PNS maupun OPD serta manajemen PNS secara
keseluruhan. Updating data dilakukan dalam 2 priode TMT kenaikan pangkat 1 April dan 1

Oktober.

3. Kasus Indisipliner PN$

Pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan
disiplin perlu diupayakan dalam rangka penegakan integritas bagi seluruh SDM Aparatur.
Untuk itu perlu dilaokukan evaluasi dan pembinaan terutama penegakan disiplin dan
integritas SDM Aparatur bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Tentang
implikasi pemberlakuan UU ASN yang tengah dijalankan oleh pemerintah yang bertujuan
untuk menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas berdasarkan
UU Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penegakan disiplin dan
integritas dalam Perspektif UU ASN ini terdapat merit sistem terkait reward and
Punishment. Seperti halnya ASN vang melakukan pelanggaran disiplin  diberikan

punishment sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
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Tabel 3.7 Kasus Indisipliner PN$

Target lah umliah Kasu

""“-:::" Jumlah Kasus 'In 2 ““:' s
Ne | Tahumn VI:!

Indisipliner Indisipliner tarrelasalban
1 2018 32 Kasus 2 Kasus 1 kasus
2 2019 25 kasus 13 hasus 2 kasus
3 2020 25 hasus 11 kasus 7 hasus
4 2021 19 kasus 11 kasus 9 kasus
5 2022 19 hasus 2 Kasus 2 kasus

Berdasarkan tabel di atas, kasus indisipliner yang dimaksud adalah kasus
pelanggaran disiplin tingkat berat, sedangkan kasus disiplin tingkat ringan dan sedang
diselesaikan di OPD masing-masing. Adapun penyebab dari kasus indisipliner tingkat berat

disebabkan beberapa faktor antara lain:

- Tindak pidana penipuan
- Tindak pidana penyalahgunaan narkotika
- Tindak kekerasan dalam rumah tangga

- Perselingkuhan, pelecehan

4. Administrator dan Pengawas yang memenuhi S$tandar Kompetensi

(Assesment)

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar
Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, ketrampilan dan prilaku yang diperlukan
seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas negara. Hal tersebut tertuang
dalam dalam Permenpan RB Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
ASN. Berikut ini Tabel Realisasi Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi

Standar Kompetensi (Assesment):

37



LKjIP - 2022

Tabel 3.8 Administrator dan Pengawas yang memenuhi Kompetensi (Assesment)

Mo Tahun Jumiah Jumlah Total Target Realijaii Capaian
Persentage Adminigtrator % % kinerja
Administrator dan Pengaway %
dan Pengaweas
yang memenuhi
$tandar
Hompetensi
(Asesyment)
1 2018 - 636 - - -
2 2019 95 628 15 15,12 100,08
3 2020 118 589 23 20,03 87.08
4 2021 130 607 23 214 93,08
5 2022 138 339 23 40,7 177

Pada tahun 2022, redlisasi jobatan administrator dan pengawas yang telah
mengikuti assesment sebesar 40,71 % mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah jobatan pengawas menjadi menjadi Jabatan
Fungsional Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan

Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

5. Pengadaan $clchsi jJabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, secara khusus diatur mengenai JPT dan
pengisiannya pada instansi pusat dan daerah melalui sebuah mekanisme seleksi yang
objektif berbasis sistem merit. Hal ini bertujuan untuk menjaring pimpinan atau pejabat
yvang memiliki integritas, kompetensi dan mampu mengelola segala perbedaan budaya,
latar belakang, suku dan agama serta kepentingan seluruh elemen.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Banda Aceh
menyelenggarakan Seleksi bagi 6 (enam) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong
secara terbuka bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam wilayah Provinsi Aceh yang
memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022.

Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi seleksi administrasi,
seleksi kompetensi melalui metode assesment center dan kompetensi teknis dan kompetensi
sosial kultural yang mengunakan cara atau metode wawancara dan presentasi yvang

didalamnya juga menilai orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama,
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kepemimpinan untuk mengetahui perilaku kerja pejabat yang bersangkutan. Kemudian juga

dinilai aspek inovasi, program unggulan, keteladanan bekerja.

6. Pengadaan ASN

Dalam mewujudkan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan reformasi
birokrasi yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh melalui
Program Kepegawaian Daerah, dalam Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian ASN, telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai bentuk
layanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Rangkaian
kegiatan pengadaan CASN diawali dengan penyusunan formasi. Penyusunan formasi
tersebut diawali pula dengan penyusunan prosentase pemenuhan kebutuhan, dan
penyusunan proyeksi kebutuhan 5 tahun. Kegiatan penyusunan prosentase
pemenuhan kebutuhan dilaksanakan melalui penyusunan data rekapitulasi
pemenuhan pegawai berdasarkan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban

kerja.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui surat no. 813/1638 tgl 30 juni 2022 telah
mengirimkan penyampaian kebutuhan ASN Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun
2022 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia yaitu sejumlah 763 formasi terdiri dari 371 formasi tenaga pendidik
dan 392 formasi tenaga kesehatan. Berkenaan dengan hal diatas maka ditetapkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
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Tabel 3.9 Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2022

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Reutiier Copatan insradan Angaarin Tinghat Capaian Hinerja OoPD
Program/Kegiatan/ Indikator Kinerja Tahun Berjalan yang Dievaluayi Tahun 2022 dan Realijasi Anggaran Penanggung
$ub Kegiatan (Pemutakhiran) Program/Hegiatan/$ub Kegiatan (Yahun 2022) RUPK Yahun 2022 Jawab
Target Rp Hinerja Rp Hinerja Rp
1 2 3 4 3 6
PR S— S— —
D¢ PERSENTASE PEMENUHAN
::HIRIN‘: :::::l::lai:lllllm KEBUTUHAN PENUNJANG 100 % 6.329.028.999 63,18 % 6.791.638.184 65 107,31
PERANGHAT DAERAH
Pevnt Pe Persentase dobhumen
Evaluasi 'ﬁn."'- P . "k-t Dul el perencanaan, penganggaran dan 100 e 8.323.000 100 % 8.323.000 120 100
evaluasi OPD yang tersuiun
S::z:;:l;mm[):;l;meﬂ Perencanaan mzhn dokumen perencanaan yang 5 Dohkumen 8.325.000 5 Dokumen 8.325.000 92 100
Administrasi Kevangan Peranghat Perientaje pemenuhan 00 o 5.577.352.843 100 % 5.034.975.603 e ne
Daerah adminitrati heuangan
. Jumlah waktu pembayaran gaji dan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sanicngin ASN ving disedickar 12 Bulan 4,883.172.845 12 Bulan RO TGN 100 13
Jumlah waktu Jasa Tenaga
i;;“dlm" Asimiristiest Pelakianaan Tuges Pendukung Administrasi/ Teknis 12 Bulan 494,180.000 12 Bulan 406.678.310 100 82
Perkantoran yang disediakan
trmini ; Perientase pemenuhan
- ks S D ghat Administrasi Nepegawaian 100 % 1,630,000 5,00 % 1.630.000 5 100
Peranghat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jlumiah Pakaian Dinas Beserta 0% Bulan ~ =
Kelenghapannya Perlengkapan-nya yang disediakan - - -
Jumlah Pegawai yang mengikuti o T
Pendiciikan dan Pelatihan Pegawal Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 10 Pegawal 2.650.000 1 Pegawai 2.650.000 10 100
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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Tinghat Capaian
oA '"."":;:" ek oA Realisasi Capaian Kinerja dan Kineria dan Realisasi | o PO
Program/Hegiatan/ Indikator Hinerja un Ber yang uay Anggaran Tahun 2022 Anggaran RKPK enanggung
$ub Kegiatan (Pemutakhiran) Program/Kegiatan/$ub Hegiatan (Yaban 2022) Yakes 2023 lawab
Target Rp Kinerja Rp Hinerja Rp
1 2 3 4 3 6
Perientase pemenuhan
Adminiftrasi Umum Peranghat Daerah | kebutuhan penunjang 100 % 321.816.977 8,38 % - 58 9?0
adminitrasi umum
Penyediaan Kornporrn Intalési Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor yang 26 Jenis 1.206.239 26 Jenis 1.206.239 100 100
disediakan
Penyediaan Barang Cetakan & Jumlah jenis Barang C_etahun dan 55 Jenis 10.615.403 56 Jakk 100.301.882 100 6
Penggandaan Penggandaan yang disediakan
Jumlah laporan rapat koordinasi dan
Eenve:tenfgfg;" Rt soatdlisil.den honsultasi ke luar daerah yang 50 Laporan 207.991.335 10 Laporan 179.550.773 20 86
ORIt dilahsanakan
Perientase pemenuhan
Pengadaan Barang Milik Daerah kebutuhan Barang Milik Daerah oo ~ % L .
Penunjang Uruitan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - - -
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Bulan B R
atau Lapangan atau Lapangan yang disediakan - - - - -
. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya } }
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan _ B _ B Bulan R
Perientate pemenuhan
Penyediaan Jaja Penunjang Urusan
Penyediaan jaja Penunjang 100 % % 29 20
Pemerintahan Daerah u Pemerintal B sl 327.837.237 29,38 473.T92.335
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah waktu Penyediaan Jasa
Air dan Listrik Komunikas), Sumber Daya Air & Listrik | 2 Buion WE200I1B 2 Btiiem SR8 » o
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Tinghat Capaian
"';:;":‘:::i:::“ ““':::3::::" Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi "";‘::;:;‘::‘“
Program/Hegiatan/ Indikhator Kinerja Tah ) Anggaran Tahun 2022 Anggaran RKPH Tahun
$ub Kegiatan (Pemutakhiran) Program/Hegiatan/Sub Kegiatan (Tahun 2022) 2023 Sasaran
Target Rp Hinerja Rp Kinerja Rp
| x 3 4 12=11{7100 4
: Jumlah waktu Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan 128.428.119 12 Bulan 101.420.507 100 79
Pemeliharaan Barang Milik Daerah ::;’;":r;';‘.'m"“':ﬂ“"“ R
:::l::;’m Urusan Pemerintahan Milik Daerah Penunjang Ur 100 %o 91,346,240 93,44 % 80.827.240 93 a8
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Unit Pemeliharaan,
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Pembayaran Pajak dan Perizinan i
Kendaraan Dinas Operasional atau Hendaraan Dinas Operasional atau 2 Unik AEUE0 ° Unit 56.082.300 100 o0
Lapangan Lapangan
. . Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 15 Unit 28.946.940 15 Unit B — 102 85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah gedung kantor dan Bangunan 5 Unit Unit - z
dan Bangunan Lalnnya Lainnya yang dipelihara/direhab - - -
PERSENTASE PENINGKATAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH ADMINISTRASI DAN DATA 100 % 2.932.097.047 113 % 2.352.308.317 100 80
HEPEGAWAIAN ASN
Pengadaan, Pemberhentian dan Perjentase Heterjediaan Data
Informayi Hepegawaian AN dan Informeasi Kepegawaian ASN i % Th2AT2.435 oo i A49:450:800 Pa19: "
Penyusunan Rencana Hebutuhan, Jenis dan Jumlah dokumen penyusunan
Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Kebutuhan Formasi dan pengadaan 3 Btiten PG ATE 5 Dok A0 &7 58
Pengadaan ASN ASN
Perumusan Bahan Hebijakan Jumlah ASN yang diberhentikan dan
Pemberhentian PNS yang mendapat pensiun 180 Orang 2.970.000 180 orang 2.970.000 100 100
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T K dan RKPD
c'r:;l inerja An':lrcn Z Realisasi K ta Tinghat Capaian Kineria OPD
Program/Hegiatan/ Indikator Kinerja un Berjalan yang Dievaluay Anggaran Tahun 2021 dan Realitasi Anggaran | Penanggung
$ub Kegiatan (Pemutakhiran) Program/Kegiatan/$ub Kegiatan (Tahun 2022) RKPK Tahun 2022 Jawab
Target Rp Hinerja Rp Hinerja Rp
1 2 ] 3 6
. Jumlah ASN yang ikut serta dalam } }
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN pengurusan dan Kegiatan KORPRI 23 Orang B 23 Orang 100
Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah Data dan Informasi
kepeg ian Kepegawianyang tenedia 5 Data 17.100.000 5 data 14.100.000 100 a2
Pertentate PNS yang Dimutasi dan
Mutasi dan Promosi ASN Praiises fu Jabetan -2 % 627.332.122 | 197,72 % A22.247.8%7 198 67
Jumiah Pelaksanaan pengelolaan
Pengelolaan Mutasi ASN Misbad okiotoni 10 Kali 41.500.000 12 kall 11.100.000 120 27
Jumlah ASN yang akan diproses
Pengelolaan Kenatkan Panghat ASN henaibian panghait 400 Orang 54.607.470 BO4 orang 43.422.000 201 BO
Jumlah Pelaksanaan Seleksi Jabatan
Pengelolaan Promosi ASN Bimpirian Tingal Pratemc 3 Kali 531.424.652 2 kali 367.725.817 64 69
Persentase AN yang mengibkuti
Pengembangan Hompetensi ASN Pengembangan Hompetenii dan 1000 % 1.352.930.000 | 108,70 % 1.490,380.000 109 96
Peninghatan Kinerja
Jumlah ASN yang terevaluasi
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN hedisiplinan dan kinerja secara objektif, 2 Dokumen 44,485.000 1 Dohumen 3.135.000 50 7
terukur dan akuntabel
Jumlah ASN yang mengikuti tugas
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN belajar, l2in Bekijar dan lhatcn dinds 67 Orang 1.508.445.000 74 orang 1.487.445.000 no 99
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Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tinghat Capaian Kinerja oPD
Realisasi Capaian Kinerja dan
Pregram/Hegiatan/ Indikator Kinerja Tahun Berjalan ’;" Dievaluasi Anggaran Tahun 2022 ‘ﬂ;:;:'::‘;ﬂ:.maa Nmsslmm
$ub Kegiatan (Pemutakhiran) Program/Kegiatan/$ub Kegiatan (Tehan 2022)
Target Rp Kinerja Rp Hinerja Rp
1 2 3 5 &

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pertentase Evaluaii Hinerja oo . =
Aparatur Aparatur Sipil Negara 19.462.300 - -
Penyusunan Kebijakan Penilalan dan Jumlah dokumen Penilaian dan Evaluasi B ~ _
Evaluasi Kinerja Aparatur Kinerja Aparatur - - -
Evaluasl Pelaksanaan Pemberian Jumlah ASN yang mendapathan i} B R
Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur penghargaan dan tanda Jasa - - =
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Jumlah penanganan kasus pelanggaran = i
Disipfin ASN disiplin PNS Ly Orang L - -

3 Jumlah kensuttasi dan mediasi sengheta _ _
Pelayanan Proses lzin Perceraian Pegawai rumicth banoge 15 Kasus ~ B B
PROGRAM PENGEMBANGAN PERSENTASE PENGEMBANGAN

1.328.633 a4 1.336.003.018 1,74 26
SUMBER DAYA MANUSIA KOMPETENSI ASN o » e ol 7
Perjentaie aparatur yang
Pengembangan Kompetenti Teknis mengihuti pengembangan 100 %% 18,375,000 79,00 10.687.500 ™ 58
hompetensi dan Fungsional
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan
i Jumlah ASN yang mengikuti

Bagi jabatan Administrasi Penyelenggara
Dresan Bsrsetinfahon Kok, gz:g;::-ll:;ngan kompetensi teknis dan 600 Orang 18.375.000 474 Orang 10.687.500 79 58
Peranghat Daerah Penunjang, dan Urusan 9
Pemerintahan Umum
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Target Hinerja dan Anggaran RKPD Tinghat Capaian Kinerja oPD
Tahun Berjalan yang Dievaluasi I‘Ic-l;:l’.'“l ::';::';;‘m dan Realisaii Anggaran Penanggung
Program/Negictan/ Indikator Kinerja (Tahun 2022) RHPH Tahun 2022 Jawab
$ub Hegiatan (Pemutakhiran) Program/Hegiaten/$ub Hegiatan
Target Rp Hinerja Rp Kinerja Rp
1 2 3 4 5 6
b, Wolembepens, | Dot N yens s
Pengembeangan Kempetensi T L mm 100 % 1574150658 | 104,48 % 1.325.317.318 104 o7
Manajerial dan Fungsional Saumpebamt Nunajerial
Fungtional
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelahksanaan Sertifikasi, Pengelolaan
Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Jumlah ASN yang mengikuti
Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, pengembangan kompetensi Manajerial 67 Orang 1.574.153.653 70 Orang 1.525.317.518 104 97
dan Herjasama, Serta Pengembangan dan Struktural
Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
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Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

a. Indikator Sasaran Persentase Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan
didukung oleh Program Kepegawaian Daerah dengan indikator program
persentase peningkatan administrasi dan data kepegawaian dengan target 100%%.
Capaian kinerja program ini sebesar 100% hal ini disebabkan oleh efektivitas dan
efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja.

b. Indikator sasaran Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Formal didukung oleh Program Pengembangan Sumber Daya manusia dengan
indikator program persentase Pengembangan Kompetensi ASN dengan target
100%. Capaian kinerja program ini sebesar 91,74%.

3.3 Pembandingan Realisasi Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2022

dengan $tandar Nasional

Data perbandingan yang disajikan adalah perbandingan capaian Rinerja dari
Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh.
Perbandingan realisasi kinerja BKN terhadap BKPSDM Kota Banda Aceh
ditunjukan pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja BKN dan

BHPSDM Kota Banda Acech
Lembagal
Pemerintah Ssar Indikator $asaran Target | Realijasi | Capaian
$trategis
Daerah
Terwujudnya Persentase
irstans| Instansi
Eznmgenntuh Pemerintah yang
BKNTahan profesional Telah 20% 33,12% 120%
2021 o o Menyelenggarakan
skt Tata Kelola
mqnajeg-nen Manajemen ASN
ASN Sesuai NSDL(” o
Persentase ASN
i [ yang mengikuti
| Meningkatnya | pendidikan dan L 4235 96%
' BKPSDM Kota Kuali ;
ualitas dan pelatihan formal
Banda Aceh Ko torsi
Tahun 2021 TR Persentase
ASN Penampetan FNg 85% | 8529% | 100,34%
sesuai dengan £ .
Analisis Jabatan
Persentase ASN
yang mengikuti
Meningkatnya | pendidikan dan L 2te 0%
BKPSDM Kota K .
ualitas dan pelatihan formal
Banda Aceh : —
Kompetensi Persentase
Tahun2022 | Aqy Penempatan PNS
sesuai dengan 83 e 99
Analisis Jabatan

3.4

solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh secara umum tidak mempunyai kendala
yang signifihun_ sehingga menghambat pencapaian, namun untuk peningkatan kinerja
yang lebih optimal dimasa mendatang dapat dilihat dari analisis penyebab
keberhasilan atau kegagalan program dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Faktor pendukung antara lain :
1. Efektivitas dan efisiensi anggaran
2. Motivasi, arahan, dan bimbingan serta pengambilan keputusan dari
pemimpin.
3. Koordinasi dan dukungan yang baik antar pegawai untuk mencapai tujuan.

4. Sarana dan prasarana yang memadai

a7
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3.5

5. Kualitas SDM yang terampil
b. Faktor penghambat antara lain :
1. Belum optimalnya evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja.

Redlisasi Anggaran

Penyusunan APBK Tahun 2022 berdasarkan pendekatan kinerja  yang
mengutamakan output, outcome dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang
direncanakan, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, disiplin, adil, efesien
dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban
terhadap pelaksanaan anggaran, sedangkan disiplin anggaran dimaksudkan adanya
keseimbangan antara pendapatan dan  belanja, prinsip partisipatif  untuk
mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang
didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Untuk evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan pada tahun berjalan, maka periu
ditetapkan estimasi dan perkiraan realisasi Rinerja program dalam bentuk indikator.
Indikator tersebut ditetapkan berdasarkan besarnya kebutuhan anggaran yang
dialokasikan kepada OPD untuk menyusun dan melaksanakan program dalam rangka
membangun, dan meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan publik. Sehingga setiap
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan terukur secara jelas kinerjanya. Realisasi atau
capaian Rinerja merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah

dilaksanakannya suatu program/kegiatan tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) untuk Kota Banda Aceh
ditetapkan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. sebagai Rencana
Kerja Tahunan Pemerintah Kota Banda Aceh yang memuat Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh
ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor:
DPA/A.1/5.03.05.04.0.00.01.00/001/2022 Tanggal 03 Januari 2022 ditetapkan sebesar

Rp. 10.187.775.006,~ ( sepuluh milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh
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puluh lima ribu enam rupiah) dengan belanja operasi sebesar Rp. 10.162.341.006,- (
sepuluh milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam
rupiah ) dan belanja modal sebesar Rp 25.434.000,- ( dua puluh lima juta empat ratus
tiga puluh empat ribu rupiah).

Untuk menampung penyesuaian-penyesuaian kembali Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota (APBK) ditetapkan menjadi Anggaran Perubahan yang tertuang
dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)  Nomor:
DPPA/B.I/5.03.05.04.0.00.01.00/001/2022 Tanggal 01 November 2022 sebesar
Rp. 10.873.654.699,- ( sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus
lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan belanja
operasi yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 4.883.172.845,- ( empat milyar
delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus
empat puluh lima rupiah ) dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 5.990.481.854,-
( lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu
delapan ratus lima puluh empat rupiah ).

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Banda Aceh merupakan Program untuk mendukung
Pelaksanaan Program Utama (Urusan Wajib/Belanja Langsung) terdiri 3 (tiga)
Program yang diimplementasikan kedalam 13 (tiga belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh

delapan) sub kegiatan Prioritas dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program,Kegiatan dan $ub Kegiatan BKPSDM
Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

§.325.000

4.883.172.845

5.528.297.385

ANGGARAN REALIS
REVIS1T/ el
NO SKPK/PROGRAM/KEGIATAN PERUBAHAN KEUANGAN KET
(Rp) (Rp) (%)
! i 4 12 13 16
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 10.873.654.699 10.681.151.519{ 9823

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

494.180.000

2,650,000

406.678.310

11.206.239 11.206.239] 10000
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 102,619,403 100.301.882| 9774
207.991.335 179.559.773

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

398.909.118

372.371.848

86,33

9335

Penyediaan lasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blav Pemeihaman, Pajak, dan '

128.428.119

101.420.507

56.082.300

7897

62.600.000 89.39
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.946.940 24744940 8548
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan laiinya 1] 0 000

I'nyusunan na Kebutuhan, Jenis a Jumlah Jabatan

732.102.425 423.610.500| 57
untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN o
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 2,970,000 2.970.000) 10000




ANGGARAN REALIS
REVISI/ asl
NO SKPK/PROGRAM/KEGIATAN PERUBAHAN KEUANGAN KET
(Rp) (Bp) (%)
1 3 4 12 13 16
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 0 0 0w
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 17.100.000 14,100,000 8246

Pengelolaan Mutasi ASN 41.500,000 .100, 26,75
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 54.607.470 43.422.000 7932

Pengelolaan Promosi ASN 531.424.652 367.725.8171 6920

Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 44.485.000 705

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Pelayanan Proses lIzin Perceraian Pegawai

i enyelearaan Pengemanxan petel Tekis Umu, = 18.375.000
Inti, dan pilihan bagi Jabatan - -

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,
dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan

10.687.500] 5816

1.574.153.653 1.525.317.518] %%

Perbandingan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dari Tahun Anggaran 2019 hingga Tahun 2022

dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Anggaran BKP$DM Kota Banda Aceh
Ne | Tahun Pagu Realisasi % $isa %
i 1 2019 : 12.390.255.033 11.850.533.801| 95,64% 539.721.232| 4,36%
i_2 2020 | 13.984.331.012- _____ 11.667.482.225 | 97,39% 316.848.787 2,619&:
3 2021" 10.298.003.279 8.243.130.470 | BO0.05% | 2.054.872.809| 19.95%
4 2022 10.873.654.699 10.681.151.519 | 98,23% 192.503.180 1,77% I

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Anggaran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh adanya penurunan. Dilihat dari
realisasi Anggaran dan pencapaian target dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020
menunjukkan kinerja yang sangat baik, sedangkan pencapaian realisasi Tahun 2021
menunjukkan penurunan realisasi dibandingkan tahun 2019 dan 2020 dengan capaian
sebesar 80.05% dengan sisa anggaran 19.95%, hal ini dikarenakan rendahnya pencapaian
realisasi PAD Pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga berpengaruh terhadap likuidasi Kas
Pemerintah Kota. Akibat tidak tersedianya dana pada kas daerah, maka berdampak pada
tidak diterbitkannya Surat Pencairan Dana (SP2D) yang telah diajukan BKPSDM Kota
Banda Aceh kepada BPKK Banda Aceh. Sehingga belanja yang belum direulisclsi.han tahun

2021 akan menjadi kewajiban pada tahun 2022.

3.6 Penghargaan

Sesuai dengan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh
dibuktikan dengan penghargaan atas capaian prestasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh tahun 2022 yaitu mendapatkan

Anugrah Meritokrasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja
Instansi sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh terus melakukan
upaya-upaya strategis demi pencapaian optimalisasi Rinerja organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta pencapaian kinerja tahun 2022. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh selama Tahun 2022
dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda
Aceh Tahun 2017-2022 telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan
kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya  menemui  kendala  dan
keterbatasan.

Dokumen ini berupaya memaparkan tujuan, sasaran, indikator kinerja yang
didukung seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh
dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2022 dengan seluruh hasil capaian
sasaran yang diukur melalui pencapaian dari indikator kinerja.

Demikian hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Kota
Tahun 2022 disusun sebagai bahan pertanggung jowaban atas pelaksanaan
kegiatan dan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan

pengambilan kebijakan yang akan datang.
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